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َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأحَْسِنُو  اْ إنَِّ اللََّّ

Artinya :‟dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik‟‟. ( Al-Baqarah : 195)
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ABSTRAK 

 

Murni Asih Zubaidah, 2022: Analisis Yuridis tehadap Pengambilan Paksa Jenazah 

Pasien Covid-19 Perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam. 

 

Kata Kunci: Pengambilan paksa jenazah covid-19, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan, Hukum Pidana Islam. 

 Perubahan sosial yang disebabkan covid-19 berakibat pada berubahnya 

beberapa aturan yang menimbulkan berbabgai reaksi dari masyarakat, salah 

satunya seperti fenomena yang dikaji dalam penelitian ini.  

 Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sanksi terhadap 

pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 perspektif Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana 

Islam? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pengambilan paksa jenazah pasien 

covid-19 perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam?.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui sanksi bagi 

pengambilan paksa terhadap pasien covid-19 perspektif Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam. 2) untuk menganalisa 

pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 perspektif pasal 9 Nomor 6 tahun 

2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Hukum Pidana Islam.  

 Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan peneliti menggunakan 

jenis penelitiam studi pustaka, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, 

teknik pengumpulan data karena menggunakan penelitian kepustakaan maka 

teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur yang ada kaitanya 

dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini sebagai dasar teorinya. Teknik 

analisis data dilakukan pada bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan tahap 

sistematitasi, tahap ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan 

hukum satu dengan yang lain. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sanksi pada pelaku 

penjemputan paksa menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dijelaskan dalam pasal 93 Undang-

Undang Kekarantinaan Kesehatan, sedangkan sanksi menurut hukum pidana islam 

adalah takzir, karena aturan hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan Hadits. 2) 

Analisis yuridis menjelaskan bahwa perbuatan penjemputan paksa jenazah sudah 

memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, akan tetapi pengenaan sanksi pidana 

seharusnya bukan menjadi fokus utama karena rutan menjadi tempat rentan 

penularan mengingat tentang overkapasitas yang terjadi, sedangkan perspektif 

Hukum Pidana Islam perbuatan penjemputan paksa jenazah sudah melanggar 

aturan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan HR Bhukari No.7137 dan 

Muslim No.1835.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatunya 

harus berlandaskan dengan hukum, ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”
2
. Hukum sendiri 

memiliki peran yang penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, 

hukum juga mempunyai tujuan yang multifungsi, untuk kebaikan masyarakat, 

untuk mendapatkan kepastian hukum dan lain sebagainya.Hukum juga 

berperan sebagai alat pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

hukum juga diharapkan dapat merubah nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat 

menuju yang lebih baik. Sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, 

hukum harus mampu untuk mengakomodasikan kepentingan dan kebutuan 

rakyat secara berkeadilan, dalam perkembangan hukum saat ini hukum tidak 

hanya dikontrusikan sebagai alat kontrol, akan tetapi hukum dikontruksikan 

sebagai alat perubahan sosial. Hukum juga diharapkan mampu menjadi alat 

rekayasa perubahan sosial di masyarakat, hukum juga dituntut dapat 

melakukan optimalisasi demi tercapainya cita-cita rakyat yang adil, makmur 

dan sejahtera.
3
Adapun perubahan sosial yang nampak saat ini adalah dengan 

terjadinya bencana penyebaran virus corona atau yang biasa disebut covid-19, 

                                                           
2
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  

3
Jamaludin et al, Belajar dari Covid-19 Perspektif Sosial, Hukum, Budaya, Kebijakan dan 

Pendidikan, (Medan : Kita Menulis, 2020). 43-44. 
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Bencana penyebaran covid-19 ini merubah berbagai tatanan kehidupan di 

masyarakat begitu juga dengan merubah keberadaan dan pelaksanaan hukum. 

Covid-19 penyakit yang menyerang sistem pernapasan, merupakan 

penyakit menular dan penyakit infeksi virus karena SARS-CoV-2 dengan 

manifestasi klinis terutama berupa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan 

atau gambaran pneumonia.
4
Tepat tanggal 2 maret 2020 tercatat menjadi 2 

kasus pertama di lndonesia.
5
 Pada awal pemberitahuan tentang adanya virus 

covid-19 di Indonesia masyarakat tidak menganggap serius akan hal ini, 

sampai pemberitahuan tentang angka kenaikan korban covid-19 semakin 

tinggi membuat masyarakat mengalami keresahan. 

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular seperti penjelasan 

dalam undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit “kejadian 

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah 

penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim 

pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”
6
 

Dengan angka korban akibat covid-19 yang terkonfimasi terus 

meningkat maka pada tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan Keputusan Presiden  Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagai Bencana 

Nasional. Bencana nonalam dijelaskan dalam Undang-undang nomor 24 

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 1 ayat (3) “Bencana 

                                                           
 

4
Udin Ahidin dkk, Covid-19 dan Work From Home, (Banten : Desanta Muliavisitama,2020) , 

1  
5
Tuti Marjan Fuadi dan Irdalisa, “Covid 19: Antara Angka kematian dan Angka Kelahiran”, 

Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 1, No. 3, (November 2020),201. 
6
Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit  
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nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”
7
 

Akibat dari terus meningkatnya angka penularan maka pemerintah 

mengeluarkan aturan guna menekan angka penularan yang tercamtum dalam 

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam langkah percepatan penanganan corona virus disease 

(covid 19) Pasal 1 “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 

2019 (covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (covid-I9).”
8
 

Selain adanya aturan pembatasan sosial berskala besar guna menekan 

angka penularan korban akibat covid-19,  presiden juga mengeluarkan 

keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan covid-19, yang mana tujuan dari adanya gugus tugas percepatan 

penanganan covid-19 yang ada pada pasal 3 berbunyi : 

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; 

2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah; 

3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; 

4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan 

                                                           
7
 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

8
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam langkah percepatan penanganan corona virus disease (covid 19) 
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5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, 

dan merespons terhadap COVID-19.
9
 

Dari aturan-aturan di atas merupakan sumber hukum dari 

terbentuknya aturan pembatasan sosial berskala besar yang dalam hal ini 

adalah dengan membatasi kegiatan diluar rumah, seperti membatasi kegiatan 

di sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan dan kegiatan yang dapat 

menimbulkan kerumunan masyarakat.
10

 

Walaupun sudah diberlakukan aturan mengenai Pembatasan Sosial 

Berskala Besar masih banyak kasus baru setiap hari dan angka kematian yang 

tinggi,karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan 

ketika keluar rumah tidak mengenakan masker dan enggan menjaga jarak. 

Hal tersebut yang membuat diri kita tertular atau tejadi penularan pada orang 

lain, walaupun sudah disediakan vaksin tetapi jika kita masih berkerumun dan 

tidak menggunakan masker tetap bisa tertular atau tidak kita menjadi 

pembawa virus untuk orang lain. Bukan hanya mengenakan masker dan 

menjaga jarak saja untuk terhindar dari virus covid-19 ini, dianjurkan untuk 

menjaga imun tubuh agar badan selalu fit, karena imun tubuh yang bagus 

akan membuat kita tahan terhadap virus covid-19. 

Banyak orang yang mengalami kecemasan berlebih akibat 

pemberitaan yang menyatakan  bahwa virus ini seakan lebih berbahaya 

daripada influenza, dan kecemasan akibat pemberitaan bisa berakiat fatal 

pada orang yang mempunyai penyakit bawaan dan bisa menyebabkan 

                                                           
9
 Kepres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

10
 Fuadi dan Irdalisa,  Covid 19: Antara Angka kematian dan Angka Kelahiran, 202. 
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kematian.
11

Karena pada dasarnya untuk menghadapi virus ini selain 

membutuhkan imun yang baik dan juga harus tetap menerapkan aturan yang 

diberlakukan oleh pemerintah tentang menjaga jarak, memakai masker, 

mencuci tangan.Maka masyarakat juga harus memiliki pikiran yang tenang 

tanpa kecemasan yang berlebih.Karena banyak orang yang tertular virus ini 

hanya karena kecemasan yang berlebih yang menyebabkan penurunan imun 

lalu memiliki penyakit bawaan seperti contohnya penyakit jantung, hal ini 

tentu bisa menyebabkan kematian jika tertular covid-19. Apalagi yang sudah 

lansia mereka memiliki penurunan daya tahan tubuh atau imun dengan 

bertambahnya usia jadi rentan terpapar virus ini.  

Sementara itu di Indonesia pemberitaan tentang covid-19 

mengungkapkan bahwa kasus kematian sebesar 40% terhadap orang dengan 

usia di atas 60 tahun, sementara sisa 56% kepada orang yang berusia 50-59 

tahun. Tidak hanya orang dengan lanjut usia saja yang masuk dalam kategori 

rentan tertular Covid-19 karena dalam laman berita ini mengatakan bahwa 

kategori umur 40-49 tahun menyumbang angka kematian dengan jumlah 

12,5% dan umur di bawah 40 tahun sebanyak 6,25%
12

. 

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai wabah covid-19 

menjadi bencana nasional maka aturan mengenai penanganan pasien covid-19 

juga berbedabegitu juga kepada pasien covid-19 yang meninggal dunia.Untuk 

                                                           
11

Aditya Gumantan, Imam Mahfu, Rizki Yuliandra, “Tingkat Kecemasan Seseorang 

Terhadap Pemberlakuan New Normal dan Pengetahuan Terhadap Imunitas Tubuh”, Sport Science 

& Education Journal, Vol. 1, No. 2, (2020), 22. 
12

 Salma Matla Ilpaj, Nunung Nurwati, “Analisis Pengaruh Tingkat Kematian  akibat Covid-

19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 1, 

(Juli 2020), 20. 
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pemulasaraan jenazah terkonfirmasi reaktif covid-19 atau wabah lainnya 

harus dilakukan dengan cara kebiasaan sesuai dengan penyakit yang diderita 

tanpa mengurangi norma-norma agama yang dianut serta hakikatnya sebagai 

manusia, dengan begitu Majelis Ulama Indonesia(MUI) mengeluarkan fatwa 

MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-

Jana‟iz) Muslim Yang Teridentifikasi Covid-19 sesuai syariat Islam.Jadi 

pihak kerabat tidak perlu khawatir mengenai bagaimana proses pengurusan 

jenazah covid-19 jika tidak dikembalikan kepada pihak keluarga, karena jika 

pasien reaktif covid-19 maka jenazah tidak bisa dikembalikan pada kerabat 

dan harus mengikuti aturan penanganan covid-19.  

Sebagai masyarakat awam kita perlu mengerti bahwa virus covid-19 

tetap bisa menular walaupun sudah meninggal, maka dari itu diperlukan 

pengurusan jenazah covid-19 sesuai dengan protocol kesehatan
13

.Dimasa 

pandemi berdasarkan dengan uraian penjelasan di atas maka peneliti 

menyoroti pemberitaan yang gencar diberitakan dalam media berita televisi 

atau media berita lainnya, yaitu tentang pelanggaran pengambilan paksa 

jenazah pasien covid-19 yang dilakukan oleh pihak keluarga.Kasus tentang 

pengambilan paksa jenazah covid-19 ini terjadi dibeberapa daerah di 

Indonesia, diantaranya terjadi di Makassar.Selain kasus di atas terdapat juga 

kasus penjemputan paksa jenazah covid-19 yang diterjadi di Kupang Nusa 

Tenggara Timur, lalu daerah lain yaitu di Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir.Hal ini bisa terjadi karena para kerabat tidak terima dengan pihak rumah 

                                                           
13

 Angelika et al, “Hukuman Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Indonesia”, 

Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5, No. 1, (April 202), 202. 
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sakit yang menyatakan kerabatnya positif covid-19, dan para kerabat 

mendesak pihak rumah sakit untuk menunjuk hasil tes.Bahkan Kepolisian 

Daerah Sulawesi Selatan menetapkan 35 lebih dari 35 orang tersangka atas 

kasus pengambilan paksa jenazah covid-19 ini
14

. 

Penjemputan paksa ini merupakan suatu respon dari masyarakat 

mengenai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penolakan memang 

diperbolehkan dalam Pasal 56 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

dalam ayat (1) yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak menerima atau menolak pertolongan yang akan 

diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai 

tindakan tersebut secara lengkap”. 

 

Akan tetapi dalam ayat (2) disebutkan hak menerima atau menolak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada kondisi, (a) 

Penderita penyakit yang penyakitnya menular cepat ke dalam masyarakat 

luas.Menurut Mahesa Paranadipa selaku Ketua Umum Masyarakat Hukum 

Kesehatan  Indonesia (MHKI) menegaskan bagi penderita penyakit wabah 

seperti yang disebutkan dalam UU Kesehatan telah hilang haknya untuk 

menolak tindakan dari rumah sakit, karena memang membahayakan 

kepentingan umum dan khalayak ramai. Mahesa juga menegaskan 

penjemputan paksa oleh pihak keluarga dalam dikenai hukuman pidana 

                                                           
14

 Adityo Susilo, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 

2019: Review of Current Literatures”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, (2020), 45.  
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seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Menular dengan ancaman 1 tahun penjara
15

. 

Penolakan yang dilakukan oleh pihak keluarga ataupun pasien dapat 

membahayakan orang lain karena penyebaran virusnya yang cepat, dan 

termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan, lalu 

bagaimana hukuman bagi pelanggar tersebut dalam undang-undang no 6 

tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kenapa undang-undang 

kekarantinaan kesehatan karena pada masa itu ditetapkannya aturan 

menngenai karantina maka harus kita kaji dengan kekarantinaan kesehatan 

memang melanggar atau tidak dan bagaimana sanksinya. Selain aturan 

mengenai hukum nasional perlunya perbuatan penjemputan paksa jenazah 

pasien covid-19 ini dikaji menurut Hukum Pidana Islam guna mengetahui 

bagaimana Hukum Pidana Islam melihat fenomena penjemputan paksa 

jenazah pasien covid-19 karena dalam Al-Quran tidak ada mengenai hal 

tersebut jadi perlu kita mengkaji lebih dalam bagaimana sanksinya menurut 

Pidana Islam agar masyarakat luas tidak hanya mengetahui dari sisi hukum 

nasional saja akan tetapi dari Hukum Pidana Islam juga. 

Pihak Kepolisian juga merespon akan hal ini dengan dikeluarkannya 

telegram Kapolri Nomor Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 yang mana 

berisi tentang anjuran untuk menyelesaikan kasus penjemputan paksa jenazah 

pasien covid-19 ini dengan cepat. 

                                                           
15

Lia Harahap, 9 Juni 2020, “Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 dan Ancaman 

pidananya”,https://www.merdeka.com/peristiwa/pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-dan-

waspada-ancaman-pidana-hot-issue.html, diakses pada 02 Desember 2022, pada 12.06 WIB.    

https://www.merdeka.com/peristiwa/pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-dan-waspada-ancaman-pidana-hot-issue.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-dan-waspada-ancaman-pidana-hot-issue.html
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Dari uraian tentang kasus di atas perlu dipertakan mengenai 

bagaimana sanksi yang didapatkan oleh para pelaku penjemputan paksa 

jenazah covid-19 menurut undang-undang dan Hukum Pidana Islam. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atasmaka peneliti tertarik 

melakukan penelitian hukum ini dengan judul : 

“Analisis Yuridis Tehadap Pengambilan Paksa terhadap Jenazah 

Pasien Covid-19 Perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam” 

B. Fokus Kajian 

Berdasarkan dengan penguraian latar belakang masalah di atas, maka 

terbentukan suatu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi 

ini ialah: 

1. Bagaimana sanksi terhadap pengambilan paksa pasien covid-19 perspektif 

Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan dan Hukum Pidana Islam? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengambilan paksa jenazah pasien 

covid-19 perspektif Pasal 9 undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan atau maksud dari penelitian ini guna mengungkapkan sasaran 

yang ingin dicapai dalam penelitian, lebih tepatnya guna mengetahui arah dari 
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penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah
16

. Berdasarkan penguraian 

fokus kajian di atas, tujuan atau hasil akhir yang ingin didapatkan dari skripsi 

ini ialah: 

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pengambilan paksa terhadap jenazah pasien 

covid-19 perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam 

2. Untuk menganalisa pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 perspektif 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan dan Hukum Pidana Islam 

D. Manfaat Penelitian 

Padasetiap penelitian tentunya di harapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dari suatu penelitian. Adapun manfaat 

penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Guna menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada 

umumnya, yang spesifik berkaitan dengan tindak pidana 

penjemputan paksa terhadap pasien covid-19 atau wahab penyakit 

lainnya. 

b. Sebagai bahan referensi dalam mendalami ilmu hukum terkait 

dengan Undang-undang  Kekarantinaan Kesehatan 

  

                                                           
16

Tim Penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS 

Jember, 2022),51.  
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, yaitu  diharapakan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan 

tentang masalah penjemputan paksa jenazah  covid-19 dalam 

perspektif UU kekarantinaan kesehatan dan Hukum Pidana Islam. 

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan 

dan wawasan pengetahuan tentang UU kekarantinaan kesehatan dan 

Hukum Pidana Islam dalam mengatur penjemputan paksa terhadap 

jenazah pasien covid-19. 

c. Bagi pemerintah diharap adanya penelitian ini bisa menjadimasukan 

atau rujukan dalam penyusunan peraturan tentang penjemputan 

paksa jenazah covid-19. 

d. Bagi masyarakat diharap bisa bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan bagi Mahasiswa diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pedoman dan acuan dalam penelitian 

yang berkaitan dengan penjemputan paksa pasien covid-19. 

E. Definisi Istilah 

1. Analisis Yuridis 

  Pengertian dari analisis dapat diuraikan menjadi suatu proses 

penyelidikan pada suatu peristiwa (karangan, perilaku dan lain 

sebagainya). Kata yuridis ialah salah satu jenis penelitian hukum yang 

dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder 
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lainnya.
17

 Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa kata yuridis berasal dari 

kata Yuridisch yang memiliki arti pandangan hukum atau dengan kata lain 

dari segi hukum, sedangkan menurut KBBI. Dari pengertian yang sudah 

dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 

analisis yuridis yaitu suatu upaya secara teliti dan bersifat sungguh-

sungguh untuk menelaah, menyelidiki, dan memahami suatu paradigma 

tertentu dengan berdasarkan pandangan hukum. 

2. Pengambilan Paksa Jenazah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengambilan adalah 

cara (perbuatan dsb).
18

Kata paksa menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki arti perbuatan yg diharuskan walau tidak mau;
19

 dari 

arti kata di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa pengambilan paksa 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan walapun tidak mau atau tidak 

boleh. 

Al-Janaiz ialah kata khusus bagi Janazah dilihat dari artinya 

menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan dari 

isim masdar (adjective) yang diambil dari fi’il madi janaza-yajnizu-

janazatan wa jinazatan. Hasan Sadiliy mengatakan jenazah memiliki 

makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa 

                                                           
17

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada) 1994  
18

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta 

: Pusat Bahasa, 2008), 49. 
19

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 1106. 
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kehidupannya dengan alam dunia ini”.
20

Lalu pengertian jenazah jika 

dilihat menurut istilah jenazah ialah, seorang yang meninggalkan dunia 

dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Hasan Sadiliy mengatakan bahwa 

jenazah memiliki arti “seseorang yang sudah meninggal dunia lalu 

terputus masa hidupnya di dunia ini.
21

 

3. Pasien Covid-19 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

lndonesia269/Menkes/Per/III/2008 pasal 1 mengatakan pengertian 

pasienialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan 

bagi keluhannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

dokter umum atau dokter gigi.
22

 

Coronavirus ialah patogen yang dapat menyerang sistem 

pernapasan manusia.
23

Corona virus atau biasa kita sebut dengan covid-19 

yang diketahui mempunyai sekitar 2 jenis yang dapat menyebabkan 

penyakit menyebabkan gejala berat seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Serve Acute Respiratory Syndrome (SARS), virus 

ini berbahaya karena termasuk suatu penyakit terindikasi menular dan 

baru ditemukan 2 tahun terakhir dan belum teridentifikasi pada warga 

                                                           
20

GambaranUmumTentangMayat,http://repository.uinsuska.ac.id/18224/8/8.%20BAB%20III 

2018504PMH.pdf, Diakses Pada tanggal 17 Agustus 2021, Pada Pukul 10.45 WIB. 
21

 Hasan Sadiliy, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982),36. 
22

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/Menkes/Per/III/2008, Pasal 1 Angka 

5 
23

Angelika et al, Hukuman Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Indonesia, 200. 

http://repository.uinsuska.ac.id/18224/8/8.%20BAB%20III%202018504PMH.pdf
http://repository.uinsuska.ac.id/18224/8/8.%20BAB%20III%202018504PMH.pdf
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dunia sebelumnya.
24

Bisa divonis sebagai pasien covid-19 jika mengalami 

gejala covid-19 yang ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Kemenkes dan 

sudah dilakukan tes laboratorium dengan hasil yang terkonfirmasi positif. 

4. Kekarantinaan Kesehatan  

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang 

kekarantinaan kesehatan, makna dari kekarantinaan kesehatan adalah 

suatu aturan atau upaya yang diberlakukan oleh pemerintah guna 

meminimalisir tertularnya virus ini yang memiliki risiko untuk kesehatan 

masyarakat yang diduga dapat menyebabkan keadaan kedaruratan 

kesehatan pada masyarakat.
25

  

5. Hukum Pidana Islam 

 Menurut fiqih Hukum Pidana Islam sering disebut dengan istilah 

jinayah atau jarimah. Pengertian jinayah adalah bentuk verbal noun 

(masdar) dari kata jana.
26

 Menurut istilah jana artinya melakukan dosa 

atau salah, sedangkan jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan 

yang salah. Kata jinayah menurut istilah hukum sering disebut dengan 

delik atau tindak pidana. Jadi hukum pidana merupakan suatu aturan 

tentang tindak pidana atau perbuatan dosa yang  diaturdalam islam.Seperti 

pembunuhan, pencurian, zina. 

Dari uraian definisi istilah di atas maka yang dimaksud dari judul 

skripsi ini adalahuntuk menganalisis yuridis dan mengetahui sanksi 

                                                           
24

Nabillah Fitria, “Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat 

Terpapar Covid-19”, Jurist-Diction, Vol. 4, No. 3, (Mei 2021), 1072.  
25

UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat (1). 
26

 Marsaid,  Al-Fiqih Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang:CV amanah,2020 Cet-

1), 53    
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padafenomena pengambilan jenazahyang terkonfirmasi positif covid-19 

dari rumah sakit yang dilakukan secara paksa oleh pihak keluarga dikaji 

menurutPasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan dan Hukum Pidana Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang penjelasanalur dari 

pembahasan skripsi yang diawali dari babpertama pendahuluan hingga 

babterakhir penutup.Adapun sistematika pembahasan dalam  skripsi ini ialah: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah maupun sistematika 

pembahasan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Bab II kajian Kepustakaan 

Bab ini memuat tentang penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dan memuat tentang kajian teori yang berfungsi 

untuk sebagai dasar analisis untuk fokus kajian dalam melakukan penelitian 

ini. 

Bab III Metode penelitian 

Bab inimenguraikanmengenai metode pendekatan dan jenis penelitian, 

teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan 

bagaimana tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 
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 BabIV  Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil dari analisis dan pembahasan terhadap 

fokus penelitian ini yaitu:Bagaimana sanksi terhadap pengambilan paksa 

terhadap pasien covid-19 perspektif Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2018 dan Hukum Pidana Islam dan analisis yuridis terhadap pengambilan 

paksa jenazah pasien covid-19 perspektif Pasal 9 Nomor 6 Tahun 2018 

tentang undang-undang kekarantinaan kesehatan dan Hukum Pidana Islam? 

Bab V  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dan hasil dari 

penelitian yang sudah dilakukan serta berisi tentang saran peneliti untuk 

pihak pihak terkait 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka guna 

mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya 

melakukan telaah pustaka dengan menggunakan tiga penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sebagai bahan 

perbandingan penelitian. 

1. Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Fitria Nugrahapada tahun2020 dengan 

judul Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable 

Akibat Terpapar COVID-19
27

. adapun fokus kajian dalam penelitian 

terdahulu yaitu mengenai: (1) Pemulasaraan jenazah kasus probable 

covid-19. (2) Penerapan mengenai Undang-undang Dalam Tindak Pidana 

Pengambilan Paksa Jenazah Kasus Probable. (3) Pertanggungjawaban 

Dalam Hukum Pidana. (4) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Penjemputan Paksa Jenazah Yang berstatus Kasus Probable COVID-19. 

(5) Analisis Putusan hakim Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Amb.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat 

dalam fokus kajian dimana penelitian terdahulu lebih luas pembahasannya 

sedangkan penelitian ini fokus dalam bagaimana sanksi penjemputan 

paksa dalam Undang-undang Kekarantinaan kesehatan dan Hukum  

                                                           
27

Fitria Nabila Nugroho, “Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable 

Akibat Terpapar COVID-19”, Jurnal, Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 3, (2020) 
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Pidana Islam. Sedangkanpersamaanya yaitu metode penelitiannya sama 

dan sama tentang objek kajiannya mengenai penjemputan paksa jenazah 

pasien Covid-19.  

2. Penelitian Terdahulu yang ditulis oleh Agung Priatama pada tahun 2021 

dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa Korban 

Meninggal Positif Covid-19
28

. Adapun fokus penelitian terdahulu ini 

adalah: (1) Apakah pengaturan tindakan pengambilan paksa korban 

meninggal positif covid 19 telah diatur dalam hukum positif Indonesia? 

(2) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan 

pengambilan paksa korban meninggal positif covid 19?. 

Persamaan terdapat dalam objek kajian yaitusama mengkaji 

tentang tindak pidana penjemputan paksa jenazah covid-19 dengan 

menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan sama menggunakan 

pendekatan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan terdapat dalam 

fokus kajian yang mana penelitian terdahulu dikaji dalam hukum pidana 

positif dan penelitian ini menggunakan Undang-undang Kekarantinan 

Kesehatan dan Hukum Pidana Islam, perbedaan lainnya terdapat dalam 

metode pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu ini menggunakan 

pendekatan kasus atau (case approach) sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga 

pendekatan konseptual (conceptual approach). 

                                                           
28

Agung Priatama, “Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif 

Covid-19”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya,2021) 
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3. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Gita Monica Agustine dengan judul 

Penerapan Pasal  216 KUHP Terhadap Kasus Penjemputan Paksa Jenazah 

Pasien COVID-19 Oleh Pihak Keluarga
29

 pada tahun 2021 dengan fokus 

kajian : (1) Bagaimanakah penerapan pasal 216 KUHP terhadap pihak 

keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien Covid-19 secara 

paksa? (2) Apa saja kendala-kendala yang dapat ditemui dalam penerapan 

pasal 216 terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah 

pasien Covid-19 secara paksa?.Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini terdapat pada objek kajian sama membahas tentang 

pengambilan pakasa jenazah  covid-19 yang dilakukan oleh sanak 

saudara, dan sama pada teknik pengumpulan data sama-sama 

menggunakan kepustakaan (library research). 

Perbedaannya terletak pada fokus kajian masalahnya pada 

penelitian terdahulu terfokus pada penerapan pasal 216 KUHP saja dan 

perbedaan selanjutnya terletak pada teknik pengumpulan data dengan 

kepustakaan, penelitian terdahulu juga menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan wawancara pada pihak kepolisian yang menangani 

penjemputan paksa dan penelitian yang saat ini dilakukan hanya 

menggunakan kepustakaan (library research). 

4. Penelitian terdahulu yaitu jurnal yang ditulis oleh Boedi Santosa Irianto, 

Endah Triulandari, dan Edy Tarsono dengan judul Rekam Medik Bukti 

Penetapan dalan Prosedur Penangan Jenazah Corona Virus Disease 

                                                           
29

 Gita Monica Agustine, “Penerapan Pasal  216 KUHP Terhadap Kasus Penjemputan Paksa 

Jenazah Pasien COVID-19 Oleh Pihak Keluarga”,(Skripsi, Universitas Muhammdiyah 

Palembang, 2021) 
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(covid-19) (ethico legal).
30

 Jurnal ini beberapa fokus kajian yaitu : 1) Apa 

Resiko pengambilan paksa jenasah pasien Corona virus disease atau 

(covid-19)?, 2) Apakah Permenkes No 269/III/2008 tentang Rekam Medis 

dapat dijadikan dasar hukum bagi penetapan jenasah corona virus disease 

(covid-19)?, 3) Bagaimana proses hukum terhadap orang yang mengambil 

secara jenasah secara paksa jenasah Corona virus disease ( Covid-19 

)?.Persamaandari penelitian terdahulu dari penelitian ini terdapat dalam 

metode penelitian yang mana sama menggunakan yuridis normatif, dan 

juga pada kesamaan fenomena yang dikaji tentang covid-19.Perbedaan 

yang ada selain perbedaan dari fokus kajian yang dibahas dalam jurnal ini 

pembahasan difokuskan pada pendalaman mengenai rekam medik dan 

resiko yang diakibatkan jika melakukan pengambilan paksa jenazah. 

B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 6 Tahun 2018 

Kekarantinaan Kesehatan 

a. Pengertian Undang-undang 

Menurut UU Nomor 12 Tahun tahun 2011 Pasal 1 angka 2 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian 

dari UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat negara yang mempunyai wewenang, 

melalui prosedur yang ditetapkan didalam peraturan perundang-

                                                           
30

 Boedi Santoso Irianto et al., “Rekam Medis Bukti Penetapan dalam Prosedur  Penanganan 
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undangan. 
31

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 pengetian UU 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR 

bersama dengan Presiden.Perundang-undangan bisa merupakan 

peraturan tertulis yang mengikat setiap orang selaku warga negara 

Indonesia.
32

 

Pengertian perundang-undangan menurut ahli sangat 

beragam salah satunya dari pendapat dari Bagir Manan, bahwa 

peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau 

pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat 

dan mengikat secara umum.
33

 

b. Pengertian Kekarantinaan Kesehatan 

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

kesehatan, pengertian kekarantinaan kesehatan merupakan bentuk 

usahaaturan yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan guna 

menangkal atau meminimalisir terjadinya keluar masuknya virus dan 

bakteri yang dapat memiliki faktor terhadap kesehatan masyarakat 

dan dapat menyebabkan keadaan darurat terhadap kesehatan 

masyarakat.
34

 Dan yang dimaksud dengan keadaan darurat terhadap 

kesehatan masyarakat adalah kejadian atau keadaan pada kesehatan 

masyarakat yang bersifat luar biasa dan ditandai dengan 

                                                           
31

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-

undangan pasal 1 ayat (3)   
32

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan  
33

Bagir Manan, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta:Ind Hill-Co, 

1992), 18 
34

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat (1)  



 
 

 

22 

menyebarnya penyakit menular dan/atau disebabkan terjadinya 

radiasi  nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, 

dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi 

menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
35

 

c. Pembagian Kekarantinaan Kesehatan  

Dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan, yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: 

“Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah 

pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina 

Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau 

pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina 

Kesehatan”. Akan tetapi aturan mengenai penyelenggaran 

kekarantinaan kesehatan harus memperhatikan beberapa aspek 

seperti yang diatur dalam pasal 49 (2) yang berbunyi :  “Karantina 

Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau 

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya 

ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, 

pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan”. 
36

 

1) Karantina Rumah dilakukan pada suatu rumah yang diduga 

teridentifikasi penyakit dan dilakukan guna mencegah terjadinya 

penyebaran penyakit atau tertular. Dalam pasal 51 ayat (2) 
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Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa 

orang yang sedang melakukan karantina dilaran keluar rumah 

selama waktu yang ditetapkan oleh pejabat karantina. 

2) Karantina Wilayah dilaksanan dilaksanakan pada seluruh 

anggota masyarakat di suatu wilayah yang dalam hasil 

laboratorium sudah terjadi penyebaran antar anggota masyarakat 

di wilayah tersebut. Dan dalam hal ini pejabat karantina 

kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat 

sebelum dilaksanakannya karantina wilayah. Jika dalam masa 

karantina wilayah ada salah satu atau beberapa anggota 

masyarakat ada yang menderita penyakit kedaruratan maka akan 

dilakukan isolasi atau dibawa kerumah sakit. 

3) Karantina Rumah Sakit merupakan respon dari kedaruratan 

kesehatan masyarakat, yang mana karantina rumah sakit 

dilakukan kepada pengunjung, orang yang bertugas, pasien dan 

barang atau apapun yang berada dalam rumah sakit dibuktikan 

dengan hasil laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang 

ada di ruang isolasi keluar ruan isolasi. 

4) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon 

dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pembatasan Sosial 

Berskala Besar ini dilakukan guna mencegah meluasnya 

penyebaran kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang 

terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Langkah unuk 
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menerapkan PSBB adalah suatu strategi yang efektif untuk 

memutuskan mata rantai penyebaran virus atau penularan 

penyakit. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran 

masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol 

yang ada ketika berada diluar rumah
37

. Pembatasan Sosial 

Berskala Besar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 

59 UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu : 

a) peliburan sekolah dan tempat kerja 

b) pembatasan kegiatan keagamaan  

c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
38

 

d. Tujuan Kekarantinaan Kesehatan 

Menurut Undang-undang kekarantinaan kesehatan yang 

tercantum dalam pasal 3 yaitu sebagai berikut : 

1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko 

Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 

2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko 

Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; 

3)  Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan 

masyarakat; dan 
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4) Memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dan petugas kesehatan.
39

 

e.   Ruang Lingkup Penjemputan Paksa Jenazah 

Kata paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti perbuatan yang dilakukan walau tidak mau;
40

 dari arti kata di 

atas maka dapat ditarik pengertian bahwa pengambilan paksa adalah 

suatu perbuatan yang dilakukan walaupun hal tersebut tidak mau 

atau tidak boleh. Dalam hal ini penjemputan paksa dilakukan pada 

jenazah yang terkonfirmasi covid-19. Dilakukan oleh kerabat atau 

sanak suudara, yang dilakukan lebih dari lima orang dengan 

berkerumun, tidak memperdulikan himbauan untuk physical 

distancing dan sosial distancing. Terjadi dibeberapa daerah di 

Indonesia seperti di RS Siloam Kupang NTT, RS Paru Surabaya, 

RSI GREM Kalianget. 

  f.    Pasal Sanksi Pelanggar Kekarantinaan Kesehatan  

 Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan 

Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

 

 Pengertian dan maksud dari Undang-undang nomor 6 tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah suatu peraturan 

tertulis yang bersifat mengikat setiap warga negara Indonesia untuk 
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40
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upaya mencegah atau menangkal keluar masuknya penyakit 

dan/faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi 

menyebabkan/ menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.  

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam 

a. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Menurut fiqih Hukum Pidana Islam sering disebut dengan 

istilah jinayah atau jarimah. Pengertian jinayah adalah bentuk verbal 

noun (masdar) dari kata jana. Menurut istilahjana artinya melakukan 

dosa atau salah, sedangkan jinayah merupakan perbuatan dosa atau 

perbuatan yang salah. Kata jinayah menurut istilah hukum sering 

disebut dengan delik atau tindak pidana.Pengertian jinayah secara 

terminologi menurut Abd al-Qadir Awdah,jinayah memiliki arti 

perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai 

jiwa, harta benda, atau lainnya.
41

 

Selain itu, pengertian jinayah awalnya hanya diperuntukan 

untuk perbuatan yang dilarang dan tidak memasukan yang 

diperintah.Dalam konteks ini, yaitu perbuatan yang salah, perbuatan 

dosa dan sejenis yang berupa perbuatan atau meninggalkan 

perbuatan yang telah diperintah.Untuk pengertian jinayah mencakup 

segala jenis aspek kejahatan, bila kata fiqih dan jinayah disatukan 

maka perngertian dari fiqih jinayah merupakan ilmu tentang hukum 

shara‟ yang mana memiliki kaitan dengan masalah perbuatan yang 
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dilarang dan yang hukumannya diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci.
42

 

Sebagian dari fuqaha kata jinayah digunakan untuk perbuatan 

yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, 

melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan 

demikian istilah fiqh jinayah sama dengan pengertian dari hukum 

pidana. sebagian dari fuqaha lain memberikan penjelasan tentang 

“jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah 

“jarimah”.
43

Jarimah pada umumnya digunakan untuk perbuatan 

pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Istilah jarlmah jika 

digabungkan dengan satuan atau sifat perbuatan maka akan menjadi 

jarimah pembunuhan, jarimah pemerkosaan, jarimah pencurian, lalu 

dalam hukum positif jarimah merupakan tindak pidana atau suatu 

pelanggaran, dan dalam hukum positif jarimah seperti istilah tindak 

pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak 

pidanapencurian.
44

 Yang mana jarimah diartikan dengan larangan-

larangan hukum yang diberikan Allah terhadap pelanggarnya 

dikenakan hukum baik berupa had atau ta‟zir. 

Jinayat (جنايات) merupakan bentuk jamak dari kata jinayah. 

Maka dari itu jinayat sering kali diucapkan dengan jinayah, 
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sebenarnya memiliki makna yang sama, hanya berbeda terkait 

pengucapannya dalam bentuk tunggal atau jamak.
45

 

b. Sumber Hukum Pidana Islam (Jinayah) 

Sumber Hukum Pidana Islam adalah bagian dari Hukum 

Islam, jurumul fuqaha sepakat sumber Hukum Pidana Islam ada 4 

yaitu :Al-Quran, Hadits, Ijma‟, Qiyas. Apabila tidak ada hukum 

suatu peristiwa didalam Al-Quran maka dicari pada hadist dan 

seterusnya begitu aturan dalam mencari hukum. 

1) Al-Quran 

Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama, Al-

Quran mengatur hukum yang berkaitan dengan suau 

kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertikal dan 

hukum-hukum yang memiliki kaitan dengan interaksi manusia 

yang bersifat horizontal.
46

Pengertian Al-Quran menurut bahasa, 

Al-Quran dari bahasa Arab yang memiliki arti "bacaan" atau 

"sesuatu yang dibaca berulang-ulang".Hal ini juga selaras 

dengan pendapat dari Subhi Al-Salih yang menyatakan bahwa 

Al-Quran artinya “bacaan”, berasal dari kata “qara‟a”.Kata Al-

Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf‟ul yaitu 

maqru‟ (dibaca).Konsep dari penggunaan kata ini dapat ditemui 

didalam Al-Quran yang terdapat dalam ayat 17-18 surah Al-

Qiyamah yang menjelaskan bahwa Allah telah mengumpulkan 
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Al-Quran di dada Muhammad dan telah menjadikan Nabi 

Muhammad pandai membacanya. Secara terminologi, Al-Quran 

merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad 

SAW, dimulai dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan an-Nas. 

Selaras akan hal ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan 

kalam Allah yang diterima Nabi Muhammad, ditulis di mushaf 

dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya 

merupakan ibadah.
47

 

Al-Quran merupakan sumber ajaran hukum pertama 

yang memuat beberapa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw.Kandungan isinya berupa aturan 

kehidupan hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan 

dengan diri sediri, hubungan dengan sesama manusia, dan 

hubungan dengan alam beserta makhluk hidup.Sebagian besar 

umat Islam sepakat menentukan bahwa Al-Quran sebagai 

sumber ajaran utama Islam, selain Al-Quran ada As-sunnah dan 

ijtihad. Kesepakatan tersebut bukan hanya semata-mata atas 

kemauan bersama tetapi atas dasar-dasar normatif berasal dari 

Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, seperti yang tercantum dalam 

Al-Quransurat An-nisa ayat 105.
48
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2) As-Sunnah 

Kata As-Sunnah sendiri berasal  dari  kata sanna,  

yasunnu, atau sunnah  wa sannan, yang memiliki arti asal yaitu 

habitual practice, custumary procedure or action (praktik  

kebiasaan, prosedur  atau perilaku  kebiasaan). Selain itu ada 

yang mengartikan dengan jalan setapak, perilaku, praktik, 

tingkah laku kebiasaan ataupun tata cara.Kata As-Sunnah 

pertama kali dimaksudnya guna menyebutkan tau 

mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan tentang Nabi.
49

 

As-Sunnah atau disebut juga al-sirah (perilaku, jalan 

hidup). Dalam hal ini al sunnah dapat diartikan shari‟ah, hukum 

atau aturan lalupengertian As-Sunnah secara terminologi adalah 

suatu yang berasal dari Rasulullah, yang berupa ucapan, 

perbuatan maupun ketetapan. Dari penjelasan di atasAs-Sunnah 

dibagi menjadi 3 yaitu: sunnah Qawliyah, Sunnah Fi„liyah, dan 

Sunnah Taqririyah. Sunnah Qawliyah merupakan ucapan dari 

Rasulullah dan dinukil oleh para sahabat, akan tetapi ucapan 

Rasulullah ini bukan wahyu dari Al-Quran. Sunnah Fi‟liyah 

merupakan tingkah laku dan perbuatan dari Rasullah yang 

dilihat dan diperhatikan oleh sahabat lalu disebarluaskan oleh 

orang yang mengetahui.Sunnah Taririyah merupakan ucapan 

atau tingkah laku dari para sahabat yang dikerjakan didepan 
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Rasulullah dan Rasulullah diam saja tidak menyanggahnya, hal 

ini dianggap pleh para sahabat sebagai bentuk dari pengakuan 

dan kesepakan Rasulullah.
50

 

3) Ijma‟ 

Ijma‟ menurut bahasa (lughah) berarti mengumpulkan 

suatu perkara dan memberi hukum untuk diyakini. Sedangkan 

pengertian Ijma‟ menurut istilah adalah suatu kebulatan 

pendapat dari semua ahli ijtihad setelah wafatnya Rasulullah 

SAW,  pada suatu masa atas sesuatu hukum syara‟. Pada masa 

para sahabat Nabi, Abu bakar dan Umar di dalam menjalankan 

Ijma‟ terkesan bahwa Ijma‟ pada masa itu merupakan hasil dari 

permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka yang dipandang 

mampu dalam mewakili rakyat atas apa yang diperintah oleh 

kepala Negara. Akan tetapi, para mujtahid disaat para khulafa‟ 

tidak lagi mementingkan dasar permusyawaratan namun lebih 

mengartikan Ijma‟ dengan persetujuan faham para ahli ijtihad 

atau para fuqaha‟ terhadap suatu perkara.
51

 

Adapun syarat guna terwujudunya ijma‟ ada beberapa 

(menurut jumhur ulama), yaitu sebagai berikut: 

a) Kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid, 

kesepakatan yang dilakukan bukan oleh mujtahid tidak bisa 

menjadi ijma‟. 
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b) Merupakan kesepakatan seluruh mujtahid, tidak boleh ada 

seorang pun yang mempunyai pendapat lain, karena hal ini 

tidak diakui menjadi ijma‟ dengan kesepakatan: 

(1) Mendapatkan suara terbanyak 

(2) Kesepatakan tidak diakui ijma‟ dengan kesepakatan 

golongan salaf 

(3) Kesepakatan yang dilakukan oleh ulama” salaf kota 

madinah saja 

(4) Kesepakatan ulama salaf yang mujtahid dari uda kota 

basrah dan kuffah , atau dari salah satu kota saja. 

c) Kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahida hanya terjadi 

ketika Rasulullah telah wafat. 

d) Bahwa kesepakatan itu dalam keadaan yang bulat, yang 

sempurna dan dalam pleno yang lengkap.
52

 

4) Qiyas 

Secara etimologi qiyas memiliki arti ukuran (mikyal), 

takaran (mi„yar), persesuaian (al-tanasub), kaidah/aturan 

(qa‟idah).Qiyas merupakan ibarat(ungkapan) dari pengukuran 

(al-taqdir) atau penyamaan (al-taswiyah). Lalu secara 

terminologi qiyas berarti menghubungkan atau menyamakan 

suatu ketentuan yang tidak ada dalam nass dengan ketentuan 

lain yang ada dalam nass didalam hukum shar‟i yang dinasskan 
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karena keduanya ada kesamaan kausa hukum.
53

Penjelasan lain 

dari qiyas yaitu mempersamakan hukum dari suatu peristiwa 

yang ketentuan mengenai hukumnya belum ada dengan 

peristiwa yang ketentuan hukumnya sudah ada, karena antara 

kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.Dengan 

penjelasan di atas maka qiyas berarti mengukur atau 

menyamakan sesuatu dengan benda lain yang sepadan.
54

 

Pengertian qiyas menurut beberapa ulama ushul fiqih, Waupun 

redaksinya berbeda namun memiliki pengertian yang sama, Dr. 

Wahbah Az-Zuhaily yang mengutip beberapa pendapat dari para 

ulama ushul fiqih bahwa mereka mendefinisikan qiyas sebagai 

berikut: “Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah 

yang tidak disebutkan nash-nya, dengan masalah lain yang 

sebanding dengannya”. Disini bisa dilihat bahwa para ulama 

menggunakan kata “menjelaskan” yang memiliki arti 

menerangkan, para ulama tidak memakai kata menetapkan. 

Kenapa demikian alasannya adalah, karena sebenarnya hukum 

dari suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya pada 

hakikatnya sudah punya dasar hukum sendiri yang tercantum 

dalam nash, hanya saja orang awam banyak tidak menyadari 
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akan hal tersebut karena meman tidak dijelaskan secara eksplisit 

melalui dalilnya.
55

 

Jika suatu nass telah menunjukkan hukum tentang suatu 

kejadian dan kasus hukumnya telah diketahui melalui kasus-

kasus hukum yang lain, maka kejadian lain tersebut harus 

disamakan dengan kejadian yang terdapat dalam nass yang 

kasusnya sama.
56

Meskipun tidak ada aturan yang jelas mengenai 

qiyas di dalam Al-Quran, akan tetapi beberapa ulama dari empat 

mazhab yaitu mazhab Sunni dan Shi„ah Zaydiyah telah 

memvalidasi qiyas denganmengutip berbagai sumber dari ayat 

Al-Quran, untuk memperkuat pendapat mereka.Mereka memang 

golongan mayoritas ulama yang membolehkan qiyas, karena 

menurut mereka qiyas adalah hujjah syar‟iyah terhadap hukum-

hukum praktis.Karena menurut mereka perselisihan hanya dapat 

dirujuk oleh Allah dan Rasulullah dengan mengikuti tanda-tanda 

yang merujuk atau yang ditemui dari Al-Quran dan As-Sunnah. 

Cara satu-satunya untuk mencapai akan hal itu yaitu dengan 

cara mengidentifikasinya alasan hukum guna menerapkannya 

pada persoalan yang dipertentangkannya, yaitu Qiyas.
57

 

Selain berargumentasi dengan Al-Quran mengenai qiyas, 

mereka (para ulama) juga mendasarkan qiyas kepada As-Sunnah 
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untuk memperkuat kehujjahannya, diantaranya adalah hadis 

yang berkaitan dengan Mu„adh bin Jabal ketika dia diutus ke 

Yaman untuk menjadi seorang Hakim danGubernur. Didalam 

hadist tersebut Rasulullah mengakui Mu„adh untuk berijtihad 

ketika tidak menemukan nassAl-Quran dan As-Sunnah.Praktik 

Rasulullah yang mencerminkan penggunaan qiyas, suatu ketika 

Rasulullah menggunakan analoginya pada saat Rasulullah tidak 

mendapatkan wahyu mengenai suatu persoalan.Tentang 

penggunaan qiyas dalam hukum pidana takzir, secara umum 

memang diperbolehkan.Untuk jarimah takzir hukumanya 

diserahkan kepada uli al-amr (penguasa, hakim, pemerintah) 

yang secara otomatis menggunakan ra‟y (pendapat atau 

pertimbangan).
58

 

Menurut awdah,qiyas dalam hukum pidana bukan 

merupakan sumber hukum, akan tetapi sebagai penafsir untuk 

membantu berbagai macam aktifitas memasukkannya dalam 

nass. Jika nass mengharamkan sesuatu dengan memberikan illah 

maka segala sesuatu dimasukkan dalam illah tahrim.Seperti 

halnya tindak pidana liwat disamakan dengan dengan perbuatan 

zina. Walaupun qiyas hanya sebagai penafsir, akan tetapi secara 

umum dia menetapkan bahwa qiyas adalah sumber Hukum 
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Pidana Islam
59

, untuk hal itu maka dia seringkali menetapkan 

hukum dengan berdasarkan pada qiyas hal tersebut dilakukan 

jika tidak terdapat dalam nass dengan secara jelas.  

c. Macam-macam  jinayah/jarimah 

Jarimah dibagi menjadi tiga yaitu jarimah qisas, jarimah 

hudud, jarimah takzir. 

1. Jarimah Qisas 

Jarimah qisas adalah perbuatan-perbuatan yang diancam 

dengan hukuman qisas hal ini dimaksudkan sebagai pengganti 

atau hukuman, jarimah qisas merupakan hukuman yang 

ketentuannya sudah jelas menurut hukum. Menurut Ibnu Manzur 

menjelaskan pengertian qisas menurut syar‟i adalah 

menghilangkan nyawa seseorang yang telah menghilangkan 

nyawa orang laindengan berdasarkan ketentuan syar‟i atau 

memberikan hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang 

diperbuat oleh pelaku, seperti membunuh maka hukumannya 

dibunuh, jika melukai maka harus dilukai dan seterusnya.. Maka 

dalam qisas ada dua macam yaitu qisas jiwa hukuman untuk 

orang yang membunuh dan qisas anggota badan yaitu hukuman 

untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.
60

 

 Perbedaan dengan hukuman had yaitu had merupakan 

hak Allah (hak masyarakat) sedangkan qisas adalah hak manusia 
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(individu). Pengertian hak individu menurut Mahmud Syaltut 

yaitu yang masih berhubungan dengan kepentingan pribadi 

disebut seperti itu karena kepentingannya khusus untuk mereka, 

maka ciri khas dari jarimah qisas adalah. 

1) Hukumannya sudah ditentukan dan terbatas, artinya sudah 

ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimal dan 

maksimal. 

2) Hukumannya merupakan hak perseorangan (individu), yang 

mana korban atau keluarga dapat memberikan pengampunan 

terhadap pelaku. Jarimah qisas ini terbagi menjadi dua macam 

yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun diperluas 

menjadi lima. 

a) Pembunuhan disengaja 

b) Pembunuhan menyerupai sengaja 

c) Pembunuhan tidak sengaja 

d) Penganiayaan sengaja. 

e) Penganiayaan tidak sengaja
61

 

2. Jarimah Hudud 

Kata hudud merupakan bentuk plural dari kata had yang 

mempunyai arti mencegah. Sanksi-sanksi pidana (Al-uqubat) 

disebut dengan hudud hal ini karena dapat mencegah seseorang 

untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap larangan syariah. 
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Menurut ulama Hanafiyah secara terminologis had merupakan 

sanksi-sanksi pidana (uqubat) yang mana telah ditentukan 

mengenai bentuk dan ukurannya oleh syariah sebagai bentuk 

melindungi hak Allah (hak universal atau hak kolektif manusia). 

Qisas tidak termasuk dalam had karena meskipun bentuk dan 

ukurannya sudah ditentukan oleh syariat, akan tetapi qisas 

disyariatkan guna melindungi hak adami (hak individual manusia) 

bukan hak Allah (hak universal manusia).
62

 

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka 

pengertian mengenai hak Allah (hak universal manusia) bahwa 

hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan 

(orang yang menjadi korban atau keluarganya) ataupun oleh 

masyarakat yang diwakili oleh negara sekalipun. Jarimah hudud 

ada tujuh macam yaitu: 

a. Jarimah zina 

b. Jarimah qadzaf (menuduh zina) 

c. Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)  

d.  Jarimah pencurian (sariqah) 

e. Jarimah hirabah (perampokan) 

f. Jarimah riddah (keluar dari Islam) 

g. Jarimah al-bagyu (pemberontakan) 
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Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah dan 

pemberontakan yang dilanggar merupakan hak Allah semata-

mata, sedangkan sisanya qadzaf, pencurian yang disinggung di 

samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), tetapi 

lebih menonjol hak Allah.
63

 

3. Jarimah Takzir 

Jarimah takzir merupakan jarimah atau tindak pidana yang 

diancam pemberian hukuman takzir, jika menurut bahasa takzir 

merupakan ta‟dib atau memberi pelajaran. Takzir ialah hukuman 

atas tindakan pelanggaran kriminalitas yang dilakukan akan tetapi 

tidak diatur pasti dalam had. Dari satu segi takzir ini sejalan 

dengan hukum had yang mana tindakan ini dilakukan guna 

memperbaiki perilaku manusia, guna mencegah agar orang lain 

tidak melakukan tindakan yang sama. Secara ringkas pengertian 

takzir ialah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau ulil 

amri, baik itu secara penentuan atau pelaksanaannya, dalam hal 

ini penguasa hanya menentukan pemberian hukuman takzir secara 

global saja.
64

 

Dalam pengertian takzir yang disampaikan oleh Abdullah 

bin Abdul Muhsin Al-Thariqi menegaskan bahwa takzir bukan 

sanksi yang termasuk dalam sanksi hudud karena sanksi takzir ini 

penentuan dan pelaksanaanya ditentukan oleh penguasa atau 
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kebijakan pemerintah setempat.
65

 Jarimah takzir dibagi menjadi 

lima diantaranya : 

a.  Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan 

b.  Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan 

c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan 

terhadap kehormataan  

d.  Jarimah takzir yang berkaitan dengan kehormatan 

e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan 

individu 

f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan 

umum
66

 

  Dalam penelitian ini penjemputan paksa jenazah pasien covid-

19 termasuk dalam jarimah takzir, pertama karena aturan hukumnya 

tidak ada di dalam Al-Quran selain itu masuk dalam jarimah takzir 

yang berkaitan dengan keamanaan umum, karena di dalam jarimah 

yang berkaitan dengan keamaan ada perbuatan yang melawan 

pertugas atau pembangkangan terhadap peraturan. Dalam 

penjemputan paksa merupakan perbuatan yang melawan peraturan 

yang ada tentang kekaratinaan kesehatan. 

d. Teori Pemidanan dalam Hukum Pidana Islam 

Pengertian pemidaandalam bahasa arab disebut dengan 

“uqubah”, merupakan suatu balasan atas perbuatan yang melanggar 
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aturan syara‟ yang sudah menjadi ketetapan Allah. Adapun tujuan dari 

pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam menurut Siti Jahro, 

merupakan suatu realisasi dari tujuan Hukum Pidana Islam itu sendiri, 

sebagai suatu pembalasan dari apa yang sudah diperbuat, sebagai 

pencegah yang bersifat umum dan khusus pada hak-hak korban. 

Pengertian tujuan pemidaan lainnya menurut Muh.Tamrin, 

pemidanaan tidak hanya sebagai retribution (pembalasan), selain itu 

juga sebagai deterrence (pencegahan) dan reformation (perbaikan), 

serta mengandung tujuan sebagai bentuk pembelajaran bagi 

masyarakat.
67

 

Dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dengan dua hal yaitu 

tindak pidana dan pemidanaan.Hanya dengan perintah dan larangan 

saja tidak cukup untuk membuat seseorang tidak melakukan suatu 

perbuatan, maka dari itu diperlukan sanksi pemidanaan bagi siapa saja 

yang melanggarnya.
68

Ada tiga aspek yang mendasari pemidanaan 

dalam Hukum Pidana Islam, antaranya aspek ganti rugi atau 

pembalasan, aspek penjeraan, aspek pembebasan dari sanksi 

akhirat.Pada ganti rugi atau pembalasan (retribution) terdapat dua 

unsur yang bersifat inheren dalam pemidanaan yaitu kerasnya 

hukuman dan pemidanaan harus dilakukan kepada pelaku tindak 
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pidana.Kerasnya pemidanaan ini bertujuan untuk membuat efek jera 

kepada pelaku tindak pidana.
69

 

Sedangkan aspek yang kedua penjeraan (deterrence) dalam 

Hukum Islam bertujuan guna mencegah terjadinya kembali perbuatan 

pidana yang sama pada kemudian hari, oleh pelaku maupun orang 

lain. Menurut fuqaha penjeraan ini sebagai bentuk dari ishlah atau 

suatu perbuatan perbaikan diri untuk menghindari diri dari keinginan 

mengulangi hal yang sama.  

Aspek ketiga bertujuan guna membebaskan pelaku dari sanksi 

akhirat. Maka aspek ini menjadi pembeda dengan Hukum Pidana 

Islam dengan hukum pidana lainnya, mengapa demikian karena dalam 

Hukum Islam pertanggungjawaban mengenai perbuatan pidana atau 

kejahatan yang dilakukan (dosa) tidak terbatas begitu saja diduniawi 

saja melainkan nantinya di akhirat. Jika seseorang telah menjalani 

sanksi atau menebuas keasalahnya atas perbuatannya di dunia, sampai 

dosa-dosa atas jarimah yang dilakukan terhapus maka akan menjadi 

kebaikan atas penegakan syariah tuhan. Maka pemidanaan dalam 

hukum pidana dapat ditetapkan dengan ketigas aspek di atasberlaku 

untuk semua jarimah hudud,qisas, dan takzir.
70
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan 

konseptual (Conceptual approach). Yang mana pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan dan 

regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan penulis teliti. 

Dan pedekatan konseptual ini berangkat dari pendekatan perundang-

undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, 

pendekatan dipilih guna mendapatkan jawaban mengenai isu hukum dalam 

suatu penelitian maka dari itu.
71

 

2. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi pustaka, 

penelitian ini biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, menggunakan 

sumber hukum peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, 

teori hukum dan pendapat para ahli.
72

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian yang menelaah bahan kepustakaan (data sekunder), dinamakan 

penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (disamping dari adanya 
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penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yang menelaah tentang 

data primer.
73

 

B.  Sumber Bahan Hukum  

Penelitian hukum normatif untuk penyelesaianya atau memecahkan 

isu hukumnya sangat dibutuhkan adanya referensi penelitian yang memiliki 

kaitannya dengan isu hukum yang dikaji.Maka dalam penelitian ini 

menggunakan sumber-sumber bahan hukum berikut. 

1. Bahan hukum primer 

Ialah bahan hukum pertama yang digunakan dalam sebuah 

penelitian, sebagai sumber hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan 

hukum yang memiliki kedudukan tertinggi. Bahan hukum primer ini 

meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang 

memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan.Adapun bahan sumber hukum yang akan dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan 

b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Coronavirus Desease 2019 (COVID -19) 

Sebagai Bencana Nasional 

c. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan covid-19 
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d. MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah 

(Tajhiz Al-Jana‟iz) 

e.  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/4834/2021 Tentang Protokol Penatalaksanaan 

Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Terdiri dari berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel 

yang membahas tentang kebijakan hukum yang relevan dengan isu hukum 

yang dikaji. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ini bersifat untuk memberikan penjelasan 

lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan hukum 

tersier dapat terdiri dari kamus hukum dan situs resmi (internet). 

C.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang 

dilakukan oleh peneliti, yang mana peneliti menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual maka pengumpulan datanya dilakukan 

dengan mencari sumber bahan hukum menggunakan metode bola salju lalu 

diklasifikasikan menurut rumasan masalah dengan menggunakan sistem 

seperti buku catatan agar bisa dikaji secara komprehensif.
74
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D. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data dilakukan pada bahan hukum yang telah terkumpul 

dilakukan tahap sistematitasi, tahap ini dilakukan agar tidak terjadi 

kontradiksi antara bahan hukum satu dengan yang lain. Bahan hukum setelah 

dikumpulkan ditelaah menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-

undangan, pengolahan bahan hukum normatif ini dengan melakukan 

sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum 

dan melakukan kualifikasi dengan menggolongkan bahan hukum dan 

menyusun untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis untuk tujuan 

dan permasalahan isu hukum yang dikaji
75

.   

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, dengan cara menganalisis, memaparkan lalu mengelompokkan 

bahan hukum atau data selanjutnya melakukan interpretasi (penafsiran) 

terhadap bahan sumber hukum, penggunaan metode ini bertujuan untuk 

menafsirkan bahan hukum, apakah ada kekosongan norma hukum atau norma 

hukum yang kabur (tidak jelas)
76

.  

E. Tahapan Penelitian 

   Dalam penelitian hukum normative terdapat beberapa tahapan 

penelitian yang harus dilakukan, diantaranya adalah 

1. Merumuskan asas hukum, baik yang berasal dari data sosial ataupun 

yang berasal dari data hukum positif yang tertulis. 
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2. Merumuskan definisi terkait beberapa pengertian yang termuat dalam 

hukum sesuai dengan fokus penelitian 

3. Membentuk standarhukum sesuai dengan fokus penelitian 

4. Merumuskan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan fokus penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Sanksi Pengambilan Paksa terhadap Jenazah Pasien Covid-19 Perspektif 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan dan Hukum Pidana Islam 

Covid-19 atau Corona Virus Disease tahun 2019 berasal dari 

coronavirus (CoV) jenis baru, merupakan virus menular dapat 

menyebabkan berbagai gejala dari berat maupun ringan. Keluarga virus ini 

umumnya menyerang bagian sistem pernafasan manusia, dan dua tahun 

terakhir Covid-19 muncul di Indonesia pada awal 2020 sampai sekarang. 

Di Indonesia terdapat klasifkasi mengenai Covid-19 dan dibedakan 

menjadi tiga yaitu : (1) Pasien dalam Pengawasa (Pdp), (2) Orang dalam 

pemantauan (OdP), (3) Orang tanpa gejala (OTG).  

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan gejala 

yang umum dirasakan oleh penderita Covid-19 demam tinggi mencapai 

38% Celsius, adanya gejala batuk, sesak napas yang begitu hingga 

membutuhkan perawatan intens dari rumah sakit. Akan tetapi gejala yang 

dirasakan oleh setiap orang berbeda, dalam beberapa kasus penderita bisa 

mengalami gejala yang sangat berat apalagi memasuki usia lanjut, yang 

mempunyai riwayat penyakit bawaan jantung, kolesterol, diabetes dan lain 
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sebagainya. Dan penyebaran virus ini cepat jika seseorang mempunyai 

daya tahan tubuh yang lemah.
77

 

Untuk menekan angka kematian dan penularan yang terjadi 

pemerintah mengupayakan dengan adanya peraturan seperti menjaga jarak 

aman (Physicaldistancing) menjaga jarak dengan orang lain, physical 

distancing diterapkan dengan menyapa orang lain tanpa melakukan jabat 

tangan atau bersentuhan, selain aturan physical distancing pemerintah juga 

menerapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

aturan PSBB termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

dan yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
78

 

 Diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini dikarenakan terus 

meningkatnya jumlah korban akibat Covid-19, hingga lintas negara yang 

memiliki dampak pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, 

dan kesejahteraan masyarakat.PSBB dilakukan dengan carapembatasan 

kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, pembatasan paling 

sedikit yang dilakukan dengan cara peliburan terhadap kegiatan sekolah, 

kerja dilakukan dari rumah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan 
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pembatasan kegiatan tempat dan fasilitas umum agar tidak terjadi 

kerumuman yang mengakibatkan tempat penularan covid-19.
79

 

 Walapun aturan sudah ditetapkan dan terus digencarkan oleh 

pemerintah guna menekan angka penularan dan kematian akan tetapi, 

angka penularan dan kematian akibat covid-19 terus bertambah, selain 

menetapkan aturan untuk masyarakat guna menekan angka bertambahnya 

korban, pemerintah juga menetapkan peraturan yang berbeda kepada 

pasien meninggal akibat covid-19 dikarenakan virus ini berbahaya dan 

menular dengan cepat maka pemerintah mengelurkan aturan untuk 

pengurusan jenazah pasien covid-19 lewat Fatwa MUI Nomor 18 tahun 

2020 tentang pemulasaraan jenazah.  

 Untuk alasan keselamatan dan kesehatan maka proses pengurusan 

jenazah harus dilakukan oleh petugas kesehatan mulai dari memandikan, 

menshalatkan, hingga menguburkan sudah sepatutnya dilaksanakan oleh 

tenaga kesehatan dengan menggunakan pakaian Alat Pelindung Diri 

(APD) untuk memastikan agar tidak tertular oleh jenazah covid-19 

mengingat virus ini dapat menular dan bahkan mematikan. Karena, ketika 

pasien covid-19 meninggal virusnya masih berbahaya dan masih bisa 

menular kepada siapapun yang melakukan kontak dengan jenazah 

tersebut.
80
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 Hal di atas juga sudah diatur dalam KeputusanMenteri  Kesehatan 

Republik IndonesiaNomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 Tentang 

Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mana sudah dijelaskan bahwa 

dalam pelaksanaan pengurusan dan pemakaman jenazah covid-19, 

membutuhkan proses yang harus sesuai dengan protokol kesehatan dan 

juga dengan kapasitas sumber daya yang tetap memenuhi prinsip tentang 

etika, norma agama dan sosial. Dan juga kewaspadaan standar dan 

transmisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian terinfeksi covid-19 

dan tetap melindungi petugas kesehatan, tenaga pemulasaraan dan 

pemakaman jenazah, kelaurga dan tentunya kepada masyarakat 

umum.
81

Maka dengan dikeluarkannya aturan-aturan di atas sudah jelas 

bahwa memang untuk pemulasaraan jenazah tidak dapat dikembalikan 

pada keluarga. 

 Walaupun sudah ada aturan jelas tentang penatalaksanaan dan 

pemulasaraan jenazah yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan 

dengan menggunakan APD lengkap, tetapi masih terjadi dibeberapa 

daerah di Indonesia peristiwa penjemputan paksa jenazah pasien covid-19 

seperti yang terjadi RS Stela Maris, Makassar, Sulawesi Selatan pada 

minggu tanggal 7 bulan Juni 2020 dimana para aparat tidak berhasil 

menghalangi perbuatan tersebut dan kelurga berhasil membawa jenazah 

dengan mendorong keranda guna menjauhi halaman RS Stella Maris. 
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Terjadi juga hal yang sama masih di Sulsel tepatnya di RS Dadi Makassar 

pada tanggal 3 bulan Juni.
82

 

 Kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana dan perbuatan 

yang melanggar undang-undang, karena pada saat itu kita diharuskan 

menjalani karantina kesehatan, berupa PSBB, sosial distancing, physical 

distancing.Jelas penjemputan paksa jenazah covid-19 ini merupakan suatu 

perbuatan yang melanggar aturan kekarantinaan kesehatan karena tidak 

mengindahkan aturan karantina pemerintah untuk menjaga jarak, tidak 

berkerumun hal ini bisa dituntut dengan pasal 9 Undang-undang nomor 6 

tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dimana perbuatan 

penjemputan paksa jenazah pasien covid-19 ini merupakan memang suatu 

perbuatan yang melanggar undang-undang dimana tertuang dalam pasal 9 

ayat (1) yang berbunyi: 

  “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan 

Kesehatan.”
83

 

 Dimana pada penjemputan paksa jenazah, kerabat yang 

melakukannya tidak mematuhi aturan penyelengaraan kekarantinaan 

berupa physical distancing maupun sosial distancing yang sedang 

digencarkan oleh pemerintah guna menekan bertambahnya angka korban 

akibat covid-19.Menurut Pasal 9 undang-undang kekarantinaan kesehatan 

setiap orang yang melanggar Pasal 9, maka sanksi yang dapat dikenakan 

                                                           
82

Andri Saubani, 10 Juni 2020, “Proses Hukum Bagi Pengambil Paksa Jenazah PDP Covid-

19”, https://www.republika.co.id/berita/qbow0x409/proses-hukum-bagi-pengambil-paksa-jenazah-

pdp-covid-19, diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pada 15.47 WIB. 
83

Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

https://www.republika.co.id/berita/qbow0x409/proses-hukum-bagi-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19
https://www.republika.co.id/berita/qbow0x409/proses-hukum-bagi-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19


 
 

 

53 

pada penjemputan paksa jenazah pasien covid-19  tertuang dalam pasal 93 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi: 

 ”Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
84

 

 

 Menurut peneliti pengenaan pasal 93 undang-undang nomor 6 

tahun 2018 dengan penjelasan sanksi diatas cukup sepadan bagi pelanggar 

karantina kesehatan penjemputan paksa jenazah pasien covid-19, karena 

untuk efek jera atas perbuatan yang dilakukan dapat berakibat fatal dan 

membuat penularan covid-19 terus meningkat. 

Mengenai fenomena atau problem baru yang terjadi pasti 

merupakan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan 

yang dilarang oleh agama dan Allah tidak menyukai akan hal tersebut, 

bahkah Allah berfirman : 

 وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّوَ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَ 

Artinya :„‟dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik‟‟.( Al-Baqarah : 195)
85

. 

 

Perlu diketahui bahwa perbuatan semacam dharar (melakukan 

sesuatu yang membahayakan) dilarang oleh syariat agama, dan juga 

termasuk perbuatan yang tidak baik. Pada penjemputan paksa jenazah 

pasien covid-19 termasuk perbuatan dharar, akibat dari penjemputan paksa 
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dan pemulasaraan jenazah dilakukan bukan oleh petugas kesehatan dapat 

membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, selain itu sudah ada aturan 

bahwa pemulasaraan jenazah harus dilakukan dengan prosedur kesehatan 

yang ketat,maka perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang 

melanggar aturan dan harus dikenai sanksi, pemberian sanksi ini pada 

pemidanaan Hukum Pidana Islam bertujuan guna memberikan efek jera 

pada pelaku, pemberian sanksi dilihat dari berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan atau berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Jika perbuatan 

yang dilakukan tersebut berakibat dengan rusaknya eksistensi jiwa maka 

ancaman hukumannya akan sangat berat, yakni hukuman qisas. Aturan ini 

tertera dalam surat Al-Maidah ayat 45,yang menjelaskan bahwa dalam 

perbuatan yang menghilangkan nyawa, pencideraan, pengerusakan 

berlakunya qisas padanya, yang sering kita ketahui dengan istilah nyawa 

dibalas nyawa, tangan dibalas tangan seperti itu, maka pelaku akan 

mendapatkan qisas (pembalasan yang sama).
86

 

Lalu terhadap perbuatan kejahatan yang tidak sampai mengancam 

eksistensi jiwa atau hilangnnya nyawa seseorang, hukumannya adalah 

takzir yakni hukuman yang berat ringannya sanksi ditentukan oleh hakim 

atau penguasa. Terhadap tindakan apa saja yang dapat menyebabkan 

mudharat atau kerusakan pada jiwa maka diancam dengan hukuman sesuai 

dengan berat ringannya perbuatan tersebut. Pemidaan dalam Hukum 
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Pidana Islam ada tiga aspek yaitu aspek ganti rugi, aspek penjeraan dan 

aspek pembebasan dari sanksi akhirat
87

. 

Perbuatan ini termasuk perbuatan dharar atau membahayakan 

mengapa dapat dikatakan seperti itu karena akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan penjemputan paksa ini dapat menyebabkan penularan virus 

covid-19 akan terus berlanjut karena saat dalam keadaan meninggal virus 

yang ada didalam tubuh jenazah positif covid-19 masih bisa menular, 

perbuatan penjemputan paksa merupakan suatu perbuatan yang melanggar 

hukum tentunya para pelaku harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya. 

Karena penjemputan paksa jenazah dalam Hukum Pidana Islam 

merupakan kasus baru, aturan hukumanya tidak ada didalam Al-Quran dan 

As-sunnah maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penjemputan 

paksa jenazah covid-19 adalah hukuman berupa takzir, yang berat 

ringannya ditetapkan oleh hakim. 

Dalam teori pemidaan Hukum Pidana Islam perbuatan 

penjemputan ini tidak termasuk dalam perbuatan yang mengancam 

eksistensi jiwa, atau hilangnya nyawa seseorang maka aspek 

pemidanaanya adalah penjeraan tujuan dari penjeraan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan dating, efek dari 

penjeraan ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan internal dan 

general.
88

Tujuan internal yang dimaksudkan disini yaitu ditujukan kepada 

                                                           
87

Ahmad Syafiq, “Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat 

Islam)”, 184. 
88

Ahmad Syafiq, “Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat 

Islam)”, 187. 



 
 

 

56 

pelaku agar memiliki efek jera supaya tidak mengulangi perbuatan 

jahatnya.Efek general ini diproyeksikan kepada masyarakat luas agar 

memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan kriminal yang demikian.  

B. Analisis Yuridis terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 

Perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam 

Dimasa pandemi covid-19 ini masa transisi masyarakat Indonesia 

pada keadaan yang baru dengan segala aturan-aturan baru yang mana 

selain itu, masa pandemi covid-19 juga menciptakan tindak pidana baru, 

yaitu tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Membicarakan tentang 

kekarantinaan kesehatan Indonesia pada tahun 2018 mempunyai Undang-

undang yang berisi segala sesuatu aturan mengenai kekarantinaan 

kesehatan, aturan yang tidak hanya mengatur tentang kepentingan 

individu, tetapi juga mengatur tentang kepentingan masyarakat dan juga 

kepentingan negara. 

Tindak pidana yang dilanggarpada masa pandemi yaitu tentang 

kekarantinaan kesehatan, seperti beberapa orang yang melanggar aturan 

Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB).Dalam penelitian ini tindak 

pidana kekarantinaan kesehatan yang melanggar aturan PSBB yaitu 

penjemputan paksa jenazah pasien covid-19 yang terjadi dibeberapa 

daerah di Indonesia,penjemputan paksa jenazah yang terjadi selama 

pandemi ini terjadi dibeberapa daerah yang ada di Indonesia. 
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a. Kasus yang terjadi di RS Siloam Kupang, NTT pada kasus penjemputan 

paksa disertai dengan perebutan jenazah yang dilakukan oleh suami dan 

anak almarhumah yang akhirnya mengakibatkan anak dan suami 

almarhumah positif covid-19. 

b. Kasus penjemputan paksa di RS Paru Surabaya, yang dilakukan oleh 

keempat anak almarhum yang kemudian keempat anak tersebut 

didakwa di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dikenakan pasal 214 

ayat (1) Jo. Pasal 212 kitab undang-undang hukum pidana atas 

perbuatan melakukan perlawanan, membentak dan memaksa petugas 

untuk menunjukkan jenazah covid-19. 

c. Kasus penjemputan paksa selanjutnya terjadi di Rumah Sakit Islam 

Garam Kalianget, kasus ini masuk kedalam ranah kriminal karena 

melanggar aturan penegarakan disiplin protokol kesehatan dalam 

rangka penekanan angka penularan akibat covid-19 yang muncul jenis 

baru dan sedang menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
89

 

Indonesia mempunyai undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang 

kekarantinaan kesehatanyang mengatur tentang tanggung jawab oleh para 

pihak diantara lain pemerintah pusat, bersama pemda mengatur tentang 

hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk juga wilayah, dokumen karantina 

kesehatan, sumber daya, informasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan 
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dan ketentuan pidana.
90

 Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini 

tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pemulangan, penjemputan 

dan pengambilan jenazah covid-19, akan tetapi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan seperti yang diatur dalam pasal 

9 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan 

kesehatan yang berbunyi “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan.” 

Pengertian karantina kesehatan seperti yang dimaksud dalam pasal 

1 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi:  

 “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal 

keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan 

masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat”. 

 Kedaruratan kesehatan masyarakat yang dimaksud adalah kejadian tentang 

kesehatan terhadap masyarakat bersifat tidak seperti biasanya atauluar 

biasa, dan ditandai dengan menyebarnya penyakit menular dan/atau 

kejadian yang akibatkan oleh radiasi nuklir, pencemaran limbah biologi, 

kontaminasi bahan kimia, bioterorisme, dan pbahan pangan yang 

menimbulkan bahaya terhadap kesehatan dan memiliki potensi  yang 

penyebarannya luas meliputi lintas wilayah atau lintas negara.Tujuan 

diselenggarakannya karantina kesehatan menurut pasal 3 undang-undang 

nomor 6 tahun 2018 adalah: 

a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko yang 

berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 
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b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko yang 

berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 

c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. 

d. Memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan 

petugas kesehatan. 

 Dalam pasal 9 ayat (1) UU karantina kesehatan tidak menyebutkan 

dengan jelas mengenai perbuatan penjemputan paksa akan tetapi setiap 

orang yang tidak mematuhi aturan penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan dikenai sanksi,  

karena hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar. Dimana 

jika pengambilan paksa para jenazah pasien covid-19 ini dibiarkan, maka 

akan percuma diadakannya karantina kesehatan karena dengan 

penjemputan paksa maka para kerabat masih bisa tertular dan dapat 

menyebabkan yang dinamakan kedaruratan kesehatan masyarakat.Unsur 

darisetiap orang dalam undang-undang ini merupakan subyek hukum yang 

melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka harus dikenakan hukuman atau 

sanksi pidana dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang 

sudah dilakukan oleh subyek hukum tersebut.
91

 

Hukum merupakan suatu aturan yang berisi tentang norma-norma 

dan sanksi yang dibuat guna mengatur tingkah laku manusia, menjaga 

ketertiban dan menjaga keadilan guna mencegah terjadinya 

kekacauan.Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan 
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tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai tujuan guna mengatur 

kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi pada masyarakat atau setiap 

orang yang melanggar aturan hukum.Van Hamel mengemukakan 

pengertian hukum pidana merupakan keseluruhan dari dasar dan aturan 

yang dianut oleh negara yang berkewajiban untuk menegakkan hukum 

yang berlaku, dengan melarang segala sesuatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum, dan memberikan nestapa (penderitaan) dalam 

hal ini merupakan sanksi kepada setiap orang yang melanggar.
92

 

 Membahas mengenai pengenaan nestapa atau sanksi terhadap 

setiap orang yang melanggar aturan yang diatur dalam perundang-

undangan yang berlaku, pengenaan sanksi terhadap penjemputan paksa 

jenazah pasien covid-19 menurut pasal 9 undang-undang nomor 6 tahun 

2018 yang penjelasan mengenai pengenaan sanksinya diatur dalam pasal 

93 undang-undang yang sama berbunyi : 

 “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau 

menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, 

sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta 

rupiah).” 

 

    Berdasarkan dengan rumusan di atas, maka unsur perbuatan dapat 

diuraikan menjadi 2 (dua) yang merupakan bagian penting yaitu: 
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1) Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-

halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 

2) Menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.  

Kedua unsur tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut: 

1) Perbuatan pertama menurut pasal 93 UU kekarantinaan kesehatan pada 

dasarnya mempunyai dua kumulasi perbuatan yang dilarang. 

a) Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 UU kekarantinaan 

kesehatan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah dari “tidak 

mematuhi” memiliki arti yang berlawanan dengan istilah “menaati 

(taat)” yang berartitidak senantiasa tunduk kepada tuhan, 

pemerintah tsb.
93

Dari pengertian ini maka dapat diartikan bahwa 

perbuatan ini tidak mentaati perintah yang dibuat oleh pemerintah 

atau pihak yang memberikan perintah. Pengertian di atas memiliki 

kesamaan arti atau makna dengan norma perbuatan pidana karena 

berisikan tentang perintah ataupun larangan, perbuatan pidana 

menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman 
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(sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut.
94

 

  Pada rumusan pasal 9 ayat (1) UU kekarantinaan kesehatan 

hanya menegaskan tentang kewajiban setiap orang guna mematuhi 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mengenai kebijakan 

kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi merujuk pada 

Pasal 5 Ayat (1) UU kekarantinaan Kesehatan. Mengenai para 

pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan 

kekarantinaan kesehatan dengan demikian baik dari pemerintah 

pusat maupun daerah diperbolehkan.Misalkan kebijakan mengenai 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengenai ketentuan 

hukum tersebut pilihan kebijakan kekarantinaan kesehatan adalah 

PSBB.Peraturan mengenai PSBB sendiri termaktub dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Rangka Percepatan Penangaan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Maka dari kedua ketentuan 

hukum tersebut menjadi acuan atau pedoman bagi pemerintah 

dalam menerapkan PSBB di wilayahnya.
95

 

b) Perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan sesuai pasal 93 UU kekarantinaan kesehatan.  
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  Pada bentuk kedua perbuatan dalam pasal 93 UU a 

quoberbeda dengan perbuatan yang pertama karena pada perbuatan 

bentuk kedua ini lebih menekankan peran aktif dari pelaku untuk 

menghalang-halangi upaya karantina kesehatan yang sedang 

diupayakan dalam Pasal 9 ayat (1) UU a quo. Pengertian 

“menghalangi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“merintangi atau menutupi”
96

, jika dikaitkan dengan perbuatan 

yang kedua maka ada perbuatan pelaku ditekankan pada upaya 

aktif pelaku untuk merintangi atau menutupi upaya 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

  Jika diperhatikan dengan seksama pada pasal 93 UU 

karantina kesehatan, pada perbuatan pertama dan kedua dilakukan 

oleh pelaku dengan sengaja, yang mana hal ini tidak tercantum 

secara eksplisit tetapi dapat disimpulkan dari istilah “tidak 

mematuhi dan/atau menghalang-halangi” upaya kekarantinaan 

kesehatan, perbuatan yang sebelumnya diatur ini diarahkan pada 

akibat yang ditimbulkan yaitu menyebabkan “kedaruratan 

kesehatan masyarakat”. Rumusan pasal 93 UU a quo merupakan 

delik materiil sehingga pada dasarnya yang terpenting kesehatan 
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masyarakatlah yang dilindungi atau menjadi kepentingan hukum 

yang dilindungi.
97

 

2) Perbuatan kedua menurut pasal 93 UU karantina kesehatan yaitu 

menyebabkan kekarantinaan kesehatan.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan ini adalah istilah 

“sehingga menyebabkan kadaruratan kesehatan masyarakat”. Dalam 

rumusan ini mensyarakatkan bahwa adanya suatu hubungan kausalitas 

antara perbuatan tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi dengan 

timbulnya suatu akibat kedaruratan kesehatan masyarakat, pada kondisi 

dimana pelaku tidak mematuhi protokol kesehatan dan pada saat itu 

tidak sedang berkerumun atau dalam suatu pembatasan seperti yang 

diatur maka jelas tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 93 UU a 

quo, dan hal ini menjadi berbeda ketika pelaku melanggar pembatasan 

yang diatur,
98

 misalnya dengan berkerumun atau menyebabkan 

kerumunan, dalam hal ini penjemputan paksa dapat menyebabkan 

kerumunan karena dengan membawa jenazah pulang akan membuat 

orang banyak melayat, dan perlu banyak orang untuk menyelesaikan 

prosesi pemakaman. Pada perbuatan terakhir ini pelaku dapat diancam 

dengan Pasal 93 UU a quo.Pane memberikan catatan tambahan bahwa 

perbuatan berkerumun mendapatkan pengaturan khusus yang termaktub 

dalam Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 
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sebagai bentuk penghormatan atas hak kesehatan masyarakat dengan 

rujukan ketentuan pidana yang bisa diterapkan.
99

 

Pada pelanggar pasal 9 dan penjelasan sanksi pada pasal 93 ini 

pada intinya mengatur larangan seseorang untuk mematuhi aturan 

kekarantinaan kesehatan agar tidak menyebabkan kedaruratan kesehatan, 

dengan barang siapa melanggar atau menghalang-halangi penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan dipidana penjara 1 tahun dan denda paling 

banyak 100 juta rupiah, namun memang ketentuan pasal dalam undang-

undang nomor 6 tahun 2018 ini tidak secara tegas mengatur tentang 

penjemputan paksa. 

Dengan mengacu pada asas legalitas yang ada sebagai salah satu 

asas fundamental dalam aturan hukum pidana, muncul beberapa pendapat 

yang mendesak guna presiden mengeluarkan peraturan pemerintah 

penganti undang-undangg yang mengantur tentang penjemputan paksa 

dengan sanksi pidananya mengingat amandemen undang-undang yang 

menempuh prosedur yang panjang. 

Namun peneliti berpendapat mengenai pengenaan sanksi pidana 

penjara bagi penjemputan paksa bukanlah suatu solusi, mengingat di 

dalam rutan menjadi tempat yang begitu rentan terhadap penyebaran virus 

covid-19, hal ini berkaitan dengan overkapasitas. 

Dan dalam penanganan pencegahan penyebaran covid-19 ini yang 

menjadi hal utama atau menjadi fokus utama adalah pentingnya upaya 
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pencegahan dalam memberikan informasi yang komprehensif guna 

mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat, bukan tentang 

ketakutan terhadap ancaman pidana. 

Padahal perlu diketahui bahwa aspek penyebaran akibat covid-19 

ini sangat luar biasa, kita semua tahu bahwa proses pemakaman 

menggunakan adat istiadat, kebiasan dan sesuai dengan ajaran agama 

melibatkan banyak orang, hal tersebut juga merupakan perbuatan yang 

melanggar aturan yang ada, tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 21 

tahun 2020 tentang PSBB didalam peraturan pemerintah tersebut juga 

tercantum aturan untuk tidak berkerumun, dan penjemputan paksa 

dilakukan oleh lebih dari lima orang.Yang mana jika setiap orang 

melakukan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 sama artinya 

dengan tidak mentaati aturan yang sudah pemerintah tetapkan guna 

menekan angka penularan penularan akibat covid-19. 

Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa selain harus mentaati Allah 

dan Rasulullah kita juga harus mentaati pemegang kekuasaan 

(pemerintah), hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Quran berbunyi:  

عُواْ أَ ي   عُواْ الَله وَ أطَِي ْ فإَِنْ تَ نَ زَعْتُمْ فِِ  ۖ  لرَّسُوْلَ وَأوُْلِِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ٱي ُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُ وْا أَطِي ْ
رٌ وَأَحْسِنُ ذ   ۖ  لِله وَالْيَ وْمِ الَْْخِرِ ٱإِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ بِ لرَّسُوْلِ ٱلِله وَ ٱشَيْءٍ فَ رُدُّوْهُ إِلَِ   لِكَ خَي ْ

 تأَْوِيْلا 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) 

di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) 

jika kamu berimah kepada Allah dan hari akhir.Yang demikian 



 
 

 

67 

lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibantnya (di dunia dan di 

akhirat), (QS. An-Nisa :59).
100

 

 

Dalam potongan ayat Al-Qurandijelaskan mengenai perintah untuk 

taat kepada Allah dan Rasul Allah, umat Islam juga sangat dianjurkan 

untuk taat kepada pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah 

pemerintah.Selain dalam QS An-nisa ayat 59, penjelasan mengenai 

perintah untuk mentaati pemerintah juga ada dalam hadits Nabi 

Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim. 

“Barangsiapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barangsiapa 

yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaati Allah. Barangsiapa 

yang taat pada pemimpin berarti ia mentaatiku. Barangsiapa yang 

tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaatiku”. (HR Bhukari No.7137 

dan Muslim No.1835) 

 

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa taat kepada pemerintahan 

adalah hal yang wajib dan merupakan perbuatan yang mulia, dan jangan 

merasa bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan biasa karena 

ketaatan kepada pemimpin adalah hal yang diperintah oleh Rasulullah 

SAW.Kemudian barangsiapa yang mematuhi Rasul Allah berarti mereka 

taat kepada Allah karena Rasulullah memerintahkan umatnya untuk taat 

dan patuh kepada perintah Allah.
101

 Dan sebagai umat yang islam yang 

baik dan mengikuti anjuran Rasulullah harusnya taat karena MUI juga 

sudah mengeluarkan fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pedoman 

pengurusan jenazah muslim sesuai syariat agama, jadi tidak perlu adanya 
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kekhawatiran kepada jenazah karena pasti proses pemulasaraan 

jenazahnya sudah susai dengan syariat agama islam. Karena ketaatan 

kepada pemerintah ini hukumnya wajib yang mana jika tidak dilakukan 

akan mendapat dosa, dalam hal ini ketidaktaatan kepada pemerintah selain 

mendapat dosa juga akan mendapat ancaman sanksi. 

 Karena dalam Hukum Islam pengenaan sanksi pada tindak pidana 

atau jarimah dapat dilihat dari macam jarimahnya, maka pada kasus 

pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 ini dilihat dari segi berat 

ringannya maka dapat dikenai dengan sanksi takzir. Jarimah takzenr dibagi 

menjadi enam diantaranya yaitu:  

1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan 

2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan 

3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormataan  

4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kehormatan 

5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum
102

 

   Dari ke enam macam jarimah takzir ini penjemputan paksa atau 

yang sudah disinggung diatas adalah perbuatan yang tidak mentaati aturan 

dari pemerintah, maka masuk dalam jarimah yang berkaitan dengan 

keamanan umum, dimana tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh 

perintah, dimana Rasulullah juga sudah memerintah untuk mematuhi 
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aturan pemerintah seperti patuh terhadap perintah Allah selama peraturan 

tersebut masih dalam hak kebaikan harus dipatuhi. 

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dikarenakan 

pengambilan paksa tidak terdapat dalam nass dan tidak termasuk 

pelanggaran hudud, yang artinya jenis dan kadar hukumannya bagi para 

pelaku pelanggaran belum ditentukan oleh syara‟. Keistimewaan dari 

pengenaan hukuman takzir ini merupakan hukuman yang jenis dan 

kadarnya tidak ditentukan oleh syara‟, namun pengenaan sanksinya 

ditentukan oleh hakim.Hukuman ini dapat dibatalkan apabila penguasa 

pada saat itu memberikan pelaku maaf, baik kejahatan yang dilakukan 

kepada individu atau kelompok.
103

 

Jadi dalam analisis yuridis menurut Hukum Pidana Islam ini 

perbuatan penjemputan paksa melanggar aturan pemerintah, padahal 

dalam An-Nisa ayat 59 sudah dijelaskan harus patuh terhadap pemerintah 

dalam hal kebaikan, jadi karena tidak ada aturan sanksi bagi sesorang yang 

tidak mentaati pemerintah dalam Al-Quran maka perbuatan ini masuk 

dalam Jarimah takzir, dan takzir yang berkenaan dengan keamanan umum 

yaitu membangkang terhadap aturan atau tidak mau mematahui aturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab-bab 

terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari 

fokus penelitian ini yakni: 

1. Bahwa sanksi terhadap pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 

menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantina Kesehatan yaitu, barang siapa melanggar pasal 9 penjelasan 

sanksi terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu dipidana penjera paling lama 1 

tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan sanksi 

terhadap pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 menurut hukum 

pidana islam yaitu sanksi takzir, karena hal ini merupakan fenomena baru 

dan aturannya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. 

2. Bahwa menurut analisis yuridis, pengambilan paksa jenazah tentunya 

sudah melakukan perbuatan melanggar aturan perundang-undangan, 

melanggar Pasal 9 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan sudah 

memenuhi unsur pada pasal tersebut, hanya saja dalam pasal ini tidak 

menjelaskan secara eksplisit aturan tentang pengambilan paksa terhadap 

jenazah, akan tetapi pengenaan ancaman pidana bukanlah hal utama 

dalamhal ini karena mengingat rutan menjadi tempat rentan penyebaran 

karena overkapasitas, sedangkan perspektif Hukum Pidana Islam 
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perbuatan penjemputan paksa jenazah merupakan perbuatan yang 

melanggar aturan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan HR Bhukari 

No.7137 dan Muslim No.1835.  

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan terhadap pembahasan yang 

dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Indonesia merupakan Negara hukum sudah seharusnya memiliki aturan 

tegas terhadap perbuatan yang melanggar hukum ataupun peraturan 

perundang-undangan, apalagi terhadap perbuatan yang dapat merugikan 

masyarakat luas. Tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 

merupakan perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak dan berdampak 

pada penularan yang semakin meluas dan juga dapat menimbulkan stigma 

buruk masyarakat terhadap rumah sakit. Maka untuk kedepannya 

penegakan hukum harus ditegakan dalam kasus-kasus yang sama selain 

untuk efek jera bagi para pelaku dan dapat menjadi penanggulangan 

kejahatan yang serupa. 

2. Untuk penanggulangan dalam hal ini maka masyarakat, pemerintah, dan 

aparat penegak hukum harus saling bersinergi dalam memberantas 

tindakan-tindakan criminal seperti kasus tersebut, dan untuk pemerintahan 

sebaiknya mengeluarkan peraturan atau kebijakan harus dikonsepkan 

secara matang melihat realita dan budaya masyarakat Indonesia agar tidak 

terjadi salah penafsiran pada kebijakan yang ada. Dan untuk masyarakat 

yang berbudaya seharusnya taat terhadap aturan yang ditentukan terutama 
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pada saat pandemi, seperti aturan diharuskan vaksin, memakai masker, 

menjaga jarak dan waspada terhadap orang dengan gejala seperti covid-19. 

Peran aparat penegak hukum bagi masyarakat sangat penting yaitu bisa 

dengan mengayomi masyarakat dengan memberikan sosialisasi terhadap 

hal atau perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk tindak kriminal 

dan sanksi bagi yang melanggar aturan protokol kesehatan dimasa 

pandemi.
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